BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
1. Proses seleksi calon-calon Hakim di Komisi Yudisial dalam sistem

ketatanegaraan. Pengangkatan calon hakim berasal dari hakim karir
juga berasal dari non Karir, seperti praktisi hukum, akademisi hukum
dan lain-lain selama memenuhi syarat yg di tetapkan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan wewenang untuk
mengusulkan pengangkatan hakim agung,KY mempunyai tugas yg
tercantum dalam pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2011.

2. Proses pengusulan Hakim oleh Komisi Yudisial ke DPR. Usai
menjalani serangkaian seleksi dalam jangka waktu tertentu Komisi
Yudisial berkawajiba untuk menetapkan dan mengajukan calon Hakim
Agung kepada DPR.selanjutnya DPR akan menetapkan calon Hakim

Agung yang telah di pilih dan akan diajukan kepada Presiden.

B. Saran
1. Hakim adalah pejabat negara yang independen dalam melaksanakan
tugasnya. Dalam perekrutan hakim agung harusnya dijauhkan dari
Lembaga-lemabag yang mempunyai kepentingan politik.Dalam
menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim
hendaknya KY terus memperbaiki pola perekrutan Hakim. Dengan di
serahkan kewenangan ini diharapakan dalam mekanisme ini harus

lebih di tingkatkan lagi meskipun banyak kekurangan KY.
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Seharusnya KY lebih proaktif untuk mengajak hakim yg memiliki
integritas untuk mengikuti calon Hakim.

. Hakim adalah pejabat negara yang independen dalam menjalankan
tugas nya, seharusnya Lembaga perekrutan Hakim ini harus jauh dari
Lembaga yang memiliki kepentingan politik.Kewenangan DPR hanya
menyetujui atau tidak menyetujui.Calon hakim agung yang di usulkan
oleh KY diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme khusus
dan memberikan alsan yang harus jelas.Jika DPR tidak menyetujui
calon hakim yang di usulkan oleh KY hal ini semata mata adanya
jaminan indenpedensi hakim agung yang tidak dapat di pengaruhi
oleh kekuatan politik atau kekuasaan negara lainnya

. DPR sebagai Lembaga yagnmenjalankan tugas legislasi seharusnya
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik , agar produk legilasi ini terjamin kualitas
rumasan dan tujuannya.Sehingga tidak lagi timbuk penafsiran yang
tidak sesuai dengan UUD 1945.
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